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Acara - Mendapatkan Masukan terkait 4 (empat) RUU

Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi

Selatan
Ketua Rapat - Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH./Wakil Ketua
Komisi Il DPR RI
Sekretaris Rapat - Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi Il DPR RI
Hadir - A. 23 (dua puluh tiga) Anggota Komisi [l DPR RI
dari 47 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi I
DPRRI
B. Gubernur Sulawesi Utara
C. Gubernur Sulawesi Tengah
D. Gubernur Sulawesi Tenggara
E. Gubernur Sulawesi Selatan/Kepala Biro Hukum

I. PENDAHULUAN
Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat
Dengar Pendapat Komisi Il DPR Rl dengan Gubernur Sulawesi Utara,
Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur
Sulawesi Selatan, dengan agenda mendapatkan masukan terkait 4
(empat) RUU Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan, hari Kamis, 8
April 2021, dibuka pukul 10.48 WIB oleh Wakil Ketua Komisi Il DPR RI,
Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH., dan dinyatakan terbuka untuk

umum.



1.

POKOK — POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan
Gubernur Sulawesi Utara, Gubermnur Sulawesi Tengah, Gubernur
Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Selatan, dengan agenda
mendapatkan masukan terkait 4 (empat} RUU Provinsi Sulawesi Utara,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi
Sulawesi Selatan, yaitu:

1. Saat ini Indonesia menggunakan konstitus Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen terakhir pada
tahun 2002, dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), dan sistem pemerintahan presidensiil. Dengan adanya
tuntutan perkembangan zaman saat ini, maka perlu diadakan
pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar
pembentukan provinsi di seluruh Indonesia peraturan perundang-
undangan.

2 Komisi || DPR Rl akan melakukan pembahasan RUU Kumulatif
Terbuka tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Provinsi,
mengingat dasar hukumnya masih menggunakan Undang-Undang
Republik Indonseia Serikat, dimana dalam satu undang-undang masih
terdapat penggabungan provinsi.

KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan rapat pada Rapat Dengar Pendapat Komisi || DPR RI
dengan Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur
Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Selatan, dengan agenda
mendapatkan masukan terkait 4 (empat) RUU Provinsi Sulawesi Utara,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi
Sulawesi Selatan, yaitu:

1.Komisi II DPR RI bersama Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur
Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Gubernur
Sulawesi Selatan bersepakat untuk melakukan penyempurnaan,
perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1864 tentang
Penstapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sutawesi Tengah
dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-
Undang No. 47 Prp Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat | Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi
Selatan-Tenggara vang menjadi dasar pembentukan Provinsi
Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi
Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

2.Komisi 11 DPR RI memintai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan
Provinsi Sulawesi Selatan ;untuk menyampaikan tanggapan dan
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masukan secara tertulis kepada Komisi II DPR RI terkait 4 RUU
tersebut, yang nantinya akan disinkronkan dan menjadi bahan bagi
Komisi Il DPR RI pada saat pembahasan 4 RUU tersebut dengan

Pemerintah.
iv. PENUTUP
Rapat ditutup pukul 12.20 WIB.
%akarta, 8 April 2021
KETUA RAPAT
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